L e S TENTANG

E o LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
© PELKASANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANDE
A TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANDE

Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Mande Tahun Anggaran 2019.

Untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat
laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendaptan
dan Belanja Desa Mande tahun 2019 yang dituangkan dalam
bentuk Peraturan Desa.

-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

5 e Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
g 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
SR 'f'" R Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
N beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun
AR R 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
~ tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
RMIkInMwaNomnr 56?9) RN Y
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aturan  Bupati  Cianjur Nomor 40 Tahun 2&‘15’
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupate jur
Bupm Clatuur Nomor 10 ’I'ahml 2515

2015 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Standar
Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Nomor 53);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa
di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020; |

15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Penmgman, Penyaluran, Pencairan, Pelaporan dan

tanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;

16 Ko B i Naor O Kap 8 DpvDA0
B fentang Pmbahan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Des UntukKeglatanPembnmaankunT
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Des: mhh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia.

9 Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD,

adalah lembaga vang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  desa  sebagar  unsur
penyelenggara pemenntahan desa

10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemenintahan Desa
dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendin untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan

pnmum Desa vang bersumber dart Pendapatan Ashi Desa,
Bm’l‘m dan Bantuan Keuangan Kepada Pemenntah Desa

Amzols
patan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang
_Mmmmmmmmﬁpm
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Pasal 2
P S Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Am
et Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020
1. Pendapatan Desa Rp. 1988.645.744.-

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaran Pemenntahan Desa Rp. 740.930.497.-

b. Bidang Pembangunan Rp. 1,087,980.000.-
¢. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 4,850.000.-
I d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 0,-
e. Bidang Tak terduga Rp. 152.800,000.-
& Surplus / Defisit Rp. 622,997 -
3. Pembiayaan Desa
a a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 622,997.-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0.-
Pembiayaan Neto Rp. I9le)
Jumlah pembiaayaan Neto (penerimaan pembiayaan)  Rp.- 3
| Pasal 3
B Uraian selanjutnya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
£ RdaL: sebagaimana dimaksud Pasal |1, tercantum dalam lampiran Pearaturan Desa im
1. LAMPIRAN I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran 2020
Pasal 4

Pmbesalmmulmbedakupadatangaldumﬁngmmmqmg
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa mi
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